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Angg otaDewan Ingatktn
Bupati Soal Aset
Gianyar (Bali post) -
,"3liili,IflilT;lllJ,",tr:::t'+xlJyT?*::3e"remerrksa Keuansan (BpK) atas Laporan K";;G;IT F;*:
f 1:"Pl P:.":* _T,l!yo.f 1 "c$d;' T;,il AnggNran2ol4menuai"p'e"G.i-porilir-al"ii""#?lit"'iiflE:L1
WTP_untuk pertama rariirya bagi ei;;;ilffi 

"il;tfirl;tisebagai pencapaian membgrJgsika". Na_"", tantadgan
llt* me mpertaha g_aq wTF"j ;;h l"lih*b;;at. rerlebihunluK mempertahankan {tp jauh lebih berat. fer$iitrlagi terdapat _sejumlah hal di pemer-in-tahlii
selera ail'"""fri -^-'-err 'ar ur P.ruennf,anan yang hflrus

Ketua 4omisi III DPRD Gianyar A.A. Gede Agune #ira-Aerua tromrsr Iil DpRD GianyarA.A. Gede Agung \iira_mantara, Selasa (9/6) kemarin, -".rgrrrgk"pt""] pif; 
"f{"y.gggbenlan apresiasi pada bupati dila,i tuiu t 

"tolu 
peilrer_

intahan terutima keuang_ln pemerintah a";.;iTti,ffi;
9',?lr1'-:::::,i1i'1ivrr.rt;;fi-J;;fi ;n,piha\nyatetap me.ngingatkan agar pemerintan aan ser"iji,tia"L ii"""q p.,1: dengan raihan r""""tfl?l"n T- 

-

. $e. {e.qan, kata dia, upaya mempertahankan*Wff u[.^r,
***lil : tti!, Ja1rt 

an'ga ; at'" " i " 
ti" [e"Ji. u',t.,t i t.,,pemerintah harus mampu melakukan pe*U"".t." al

!g:ili*ly. Salah sarunya *"rry.rgi,rii"tu t"totu
daerah. Perrlelolaan aset qgirjad! bagian penting lan
::{11 ilt kerap menjaai r""qur"'Lusi;;;;s,."
pelnerrntahan dalam meraih WTp.
, Pihaknya pun meminta pemerintah g_egera menga4billangkah strategis, sarah satunya serti-fikasi aset daeilah.pgngan,upaya"tu"*U.rt, nantinya pu"aut.urr"l!#i
:":f-::]i:111:i.1I9p"Iatif a5,l+diketahuipergera
dari aset daerah. "Sesuai. araha;Bpid;#; dJiiliT#
aga-r disertifikasi. Saat ini kan l"t"-'aif"l,if.an, kardnaarahan hsrrr qoio rlih--il.-- L.^L^-^:^ r- ' r rarahan baru saja aiterl<an ueb";;;; il#i;T:"Tliillii
perlu.s.egera ditindaklaljuti," katanya. 

ILebih lanjut dikatakan"y., p"".Ji5at WTp me.,j[aistimulus dalam mewujudkan d^i"- [i;]; pemennra4anyang baik. Namun hal yang tak kalah pJrrtirrn adalahJduH uarr. r\amun nar yang tak kalah penting adalah
l:^*-"j:-"T-o:o_sram-prosrampemerint"n-"-,?,"i"i,?isasaran. progTam yang dijalankan harus bisa dirasrli""^ rv6rqur Ja'E uJaraurran narus Drsa duasa$anmanlaatnya oleh masyarakat luas. Bupati Gia.rv." A.A.uoe Agung bharata Juga meminta seluruh pejabafdan shafdi lingk-11gan Pemkab-Giuny^, tia"I L".piu'riu,i densan$it'11-tfr+ttffi"ii?fo 

Gianvar tidak berpuai nuti a""qu"
Saat memimpin aoel di,Kantor Bupati Gianyar. Se{in(7/6). dia -ettekankan. WTp l;s;;-ri"irai -otl"I.i

:1::kl**._^g,T1"!.pkq".pg"g"roru"ok";l*i;;;;,Ffi'u'Lur ruuru rueman[apxan pengelolaan keuangan daeia$guna mewujudkan tata- kelola pemerintahan'y"d ilfil:Memperrahankan predikat tersebut bukanlah tiat riuAdh.Dia pun meminta .e.nru pegawai t""". ,n""""upirT!ilhp
*1:*"j:l::lgf3ljarregawaiharusle-btrli'ii,ri",f ""f":
_:--_T-^ a. r rBawar uarus reoln Orsrplrn. prol,e_

l1o",1r: 
memngkatkan kompetensi dan kerja sama. Kireha

3:Tl3:11*l,pengalaman. vaqg paling menjadi masalhh
*:3: x :r:lt* ::,: g::..11"6ri k;;;L;;; Hrffi tt iiKeqa-sama ctr antara pegawai.

Selain it-u, Bupati i.iu", Fharata mengingatkan soalpenerapan Un_da-ng-undang Nomor 5 Tahuf; i0l4 tentansApararur srpll Negara terutama dalam proses peneisihi
JaDar,an.,U ndang- undang mengama na tkan adan-ya s]s t d mrerang Jabatan. -l3upati pun berharap agar 

"e_uu 
peea\,,lai

menrngtarkan kompetensinya. (kmb25) 
|
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Banggar dan TAPD Badu[rg Bahas
APBD-P 2OI5 dAN KUA/HPAS 2016

_ _BADAN Anggaran (Banggar)
DPRD Badung bersama Tim
Anggaran Pemerintah Daerah
(TAPD) Badung, Selasa (9/6)
kemarin menggelar rapat awal
untuk membahas APBD.P 201b
dan KUA/PPAS 2010. Pemba-
hasan awal ini.pertama kali
digelar sebelum Rancangan
APBD-P 2015 dan XUelppeS
2016 masuk ke DPRD Baduns.

Pembahasan dari tim Banggir
dipimpin langsung Ketua DPRD
Badung I Nyoman Giri Prasta
didampingi Wakil Ketua I Ketut
Suiasa dan Wakil Ketua II yang
juga Koordinator Banggar I Made
Sunarta. Sedangkan TAPD yang
hadir dikomandani langsung
Sekda Badung Kompyang R.
Swandika didampingi jajarannya
geperti Kepala Bappeda Badung
I Wayan Suambara, Kadispenda
I Wayan Adi Arnawa, Kepala
Bagian Keuangan I Ketut Gede
Suyasa dan Kadisosnaker IB Oka
Dirga.

Koordinator Banggar I Made
Sunarta mengatakan ada sejum-
lah persoalan yang digodok dilam
pembahasan Banggar dan TAPD
tersebut. Di antaranya masalah
pelimpahan kewenangan di bidang
pendidikan SMA dan SMK kepada
pemerintah provinsi. Menurutnya,
pelimpahan kewenangan ini akan
berimplikasi terhadap peng"uran-
gan dalam anggaran, namun di
lain sisi alokasi 20 persen APBD
untuk sektor pendidikan tetap
harus dialokasikan. Nah untuk itu
perlu ada satu kebijakan pengang-
garan yang tetap dapat menjamin
pelaksanaan wajar 12 tahun dan
peningkatan kualitas pendidikan
bagi SMA dan SMK.

Sesuai Permendagri 37 1201
tentang pedoman penyusunan
APBD, Banggar juga menyoroti
tidak bolehnya kepala daerah
dan DPRD mendapat BPJS.

, Selain itu program BPJS Kes-

ehatan khusus untuk tenaga
kontrak dan THL juga tidik
mendapat tanggungan BPJS.
"Soal BPJS ini kami di Banggar
minta agar ada sinergi pio-
gram BP;IS dengan JKBM dan
J54B Manguwaras, sehingga
alokasi dana berjalan efe[flf
tidak tumpang tindih serta tidak
bertentangan dengan aturan,"
kata Sunarta.

Sementara di bidane standar
belanja. ia juga minta ada evalu-
asi sehingga sedapat mungkin
dapat disesuaikan antara PMK
No. 64lpmk.02l20I5 tentang
standar biaya masukan ta-
hun anggaran 2015 dengan
kemampuan keuangan daerah.
Sehingga tidak muncul keluhan
akibat terbatasnya anggaran
yang dapat dimanfaatkan un-
tuk mendukung operasional
SKPD. "Dalam hal ini beberapa
yang menonjol itu seperti BBM,
pemeliharaan kendaraan serta
pemeliharaan fasilitas publik,"

beber Sunarta.
Yang paling getol disuarakan

Banggar adalah soal dana bergu-
lir untuk koperasi dan UMKM.
Dana ini dalam beberapa tahun
anggaran sudah tidak dialokasi-
kan lagi. Ke depan Banggar
minta ada kebijakan dari pemer-
intah agar koperasi dan UMKM
keqipratan dana lagi.

Politi-si Demokrat ini ber-
harap dengan adanya pem-
bahasan yang lebih awal ini
segala aspirasi yang ada baik
di legislatif, esekutif maupun

ini,
me
me
tas
AP.
20r

menambahkan. hari
Rabu (10/6), Banggar akan
rggelar konsultasi ke Ke-
rdagri untuk mengonsul-
kan masalah penyusunan
lD-P 2015 dan KUA/PPAS

(ad723)

RAPAT - Banggar DPRD Badung bersama Tim Anggaran
Pemerintah Daerah (TAPD) Badung, Selasa (9/6) himarin
m.enggelar rapat awal untuh membahas ApBb-p 2015 d.an
KUA/PPAS 2016.
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lDewan Temukan
Kejanggalap

ls.toran Pajak
Perusah L,an Beton

Gianyar (Bali Post) -
Komisi I dan Komisi III DPRD Gianyar, Selasa (9/6)

kemarin, menggelar sidak ke sejumlah perusahaan
pemasok beton dan aspal siap pakai di seputaran
Jalan By-pass I.B. Mantra, Blahbatuh. Hasilnya,
dewan menemukan kejanggalan pada pembayaran
pajak air tanah di ti$a perusahaan itu.

latif bukan berdasarkan data
rirl water meter. "Sudah tidak
sesuai. Ini menyimpang dari
Perda Nomor 18 Tahun 2010
tentan! Pajak Air Tanah,"
kata Wliramantara.

"Ada lima perusatraan
di jalan by-pass. Ti$a di
antaranya masih beroperasi.
sedangkan dua lagi sudah
tutup. Dari tiga ini, kami
temukan permasalahan pem-
bayaran pajak air tanah.
Telah te{adi kebocoran pajak
sehingga potensi pajak air
tanah selama ini menguap,"
kata Ketua Komisi IIi DPRD
Gianyar, A.A. Gede Agung
Wiramantara,

Tiga perusahaan dimak-
sud yakni PT Hardpan Jaya
Beton, PT SCG Readymix

Indonesia, dan PT Sinar Bali
Beton. Permasalahan serupa
terjadi di HarapanJaya Beton
dan SCG. Kedua perusahaan
ini sama-sama menggunakan
air yang bersumber dari air
tanah (air bawah tanah).
Water meter pun telah di-
pasang. Akan tetapi, dewan
menemukan water rneter di
kedua perusahaan tersebut
tidak berfungsi.

Alhasil, data penggunaan
air tanah tidak akurat. Fa-
talnya. pajak yang dikenakan
menggunakan sistem akumu-

Dalam Perda terdapat ke-
tentua+ mengenai pengenaan
tarif. !i antaranya, 0 sampai
50 kublk dikenakan tarif Rp
18 ribulper kubik. Sedangkan
di atasl 50 hingga 100 kubik
dikenalan tarif Rp 20 ribu per
kubik. Sementara pada kasus
dua perusahaan tersebut,
menggunakan sistem aku-
mulatif atau perkiraan yang
jauh lebih rendah ketimbang
perhitungan berdasarkan
data ubter meter. Rata-rata
pembayaran pajaknya hanya
Rp 369 ribu sampai Rp 500
ribu per bulan. Ini jauh lebih
renda\ dari perhitungan de-
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wan yang mencapai jutaan
ruoiah.

Di PT Sinar Bali Beton,
katanya, justru lebih Parah.
Masalahnya, pajak justru
disetor kg provinsi. Padahal
sesuai amanah Undang-un-
dang Nomor 28 Tahun 2009
tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah, kewenan'
gan pemungutan Pajak air
tanah tr'lah dilimpahkan ke
pemkab.

Lebih lanjut Wiramantara
mengatakan, permasalahan
pembayaran pajak di sejum'
Iah perusahaan itu diduga su-
dah berlangsung sejak lama.
Itu berarti potensi pajak Yang
telah menguap cukuP tinggi.
Hal ini jelas sangat merugi-
kan daerah. Apalagi meng-
ingat pendapatan dari Pajak
air tanah di triwulan pertama

tahun 2015 belum memluuhi
target yakni masih kirang
0,05 persen. Pendapatan di
triwulan pertama baru Rp
1,145 miliar. Jumlah terpebut
33,28 persen dari tar$et di
APBD 2015 yang sebesPr Rp
3,7 miliar. I

"Rekomendasi kami] agar
Kadispenda mengoptimPlkan
pemungutan pajak. fetu-
gas harus lebih telitl dan
mengecek secara detail di
lapairgan. Yang jelas kami
akan panggil instansi terkait
khususnya Dispenda untuk
meminta penjelasan $PaYa
apa saja yang sudah dilaku-
kan untuk menginten{ifkan
pemungutan pajak. [arni
juga akan meminta Porjela-
san terkait masalah pPmba-
yaran pajak air tanah Y{ng ke
provinsi," katanya. (knfb25)
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Dirut BPD Bali Kembali Diperiksa
Delpasar-(Bali Post) - uanya diperiksajaksa yang ka dalam perkara ini adalahBerkas kasus dusaan ko' berbeda. nirut np"o alp"iil.ri ffiSy"ng tak lain wayan Su-
lypsi deng.a n. yodis fraud ;t"h i;k;; Fitr"rt, ""ai"e["; k;;", bukan wayan sutarjana(deposito fiktif, bukan pin- suariika diperiksa jak;s;: .Jiluguirr*ra yang beredariap?n fiktif seperti berita ardi. Khusus untuk dirut, ai-tl.jut.u"n. ws adalahsebelumnva) hinesa -go?p.qi yang bersangkutan ."uul"*l k;;J;;;;-G;r.".i"Jli""_Rp 1,2 miriar aTspr s;rl, il;.;;;h;""*;h dii;;d;. iul,; uugi"., nnrketing d,andipastikan belum rampung. Hanyq saja'sa.at ait"iy" *"i ti.alt ai Bank BpD caba.,gSelasa (9/6) kemarin' oenyiail materi pbmerit .u." tJ-u^ri, i;lq""". Terungkapnya ka-K-ejati Bali kembali memattg- a.tt""i'"nggan menjelaskan sus ihi, berkat Satuan Auditgil dan memeriksa dua sa.kii dengan aaiii, uatr*i idG: iilr'at dan Anti Fraud.. huvang merupakan pentolan weningan penyidik. "Jangan j"gr:air"i""i ;;; did;;"]",di satu-satunya bank milik soal m-ateii. lnti"yu.-ii-i-"J 'p"'nrq.L.u"nd";;";;;;;i._
Pemerintah Daerah Bali itu. BPD Bali diperikia'uniu[ i^" a"t" dan yerifikasi sertaMereka adalah Dirut Bank melengkapi dt"iu"tti;'-t"- ii".,g"nutisu aktivitas tellerBPD Bali Made Sudja yan-g gasnya. _ dengan bukti transaksi yangsudah pernah diperiksa sebel- - sementara- suartika. l"r,iail.^.i froud. 

-- --- '-'
umnya' dan mantan Plt. BPD Ashari mensatakan aiu turri ---Sut"r"-"ya 

Jiberitakan,Cabang Tabanan 2013-2!14, sekali dipei"iksa. "Beliau di- Senin lalo; pihak kbjaksaanwayan suartika. "Ya, hari periksa .tntrrk yu.rg pertama,', -"-"rit." u'-pri 
"r"is 

;rk.iini (kemarin, red) dua orang jelasnya. pun saii didesat i"?o"-rsi t""'""v"i, ?lil"tsaksi' Mereka adalah Dirui materi pemeriksaan, A.h;"i p".il.tutu.rt"""angka,kemung-BPDBalidanPlt.CabangTa- 9lesan membebernya..V;E il;;4 bil; k;;;;;;;;"banantahun 200312014i'jelas. jelai, kata ai", .ut".i alp""l ii.uitn"rtu-bah dari 1.2 mil-Kasipenkum Humas Kejati iksa mulai p"t 
"t og.so WL ;;.'l;i^fiilffi;:;;';#;"Bali, Ashari Kurniawan.. hin_gga put ut rz.oo wil". 

--* il;pl';lhi;;;;"li*d bit"Dia menambahkan, ked- Iniormasi larnnya, tersang- meni4di z,+ ."ir"r. itii[izi
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Terqangka Jqgrem
diln C Lndrh

Tabanan (Bali Post) i

-Setei.h 
diperiksa sebelumnya, I Gede Jagrgry {_a1 !.[Voma[r Candra_Dewi,

Seiasa lSle; tu-arin kembali diperiksa penyidik_Kejaksaan Nege_ri Tabanan
terkait k.".r" pemerasan. Yang mengejutkan, meski kedua terpangka t:rsebut
tloperatif memenuhi panggilan penyidik, keduanya akhirnya {itahan dan diti-
tipkan di LP Tabanan.

punya firasat apapun, hingga
sekitar pukul 13.30 wita da-
tang tim medis memeriksa
kesehatarl kedua klien. Pen-
galaman !aya. kalau sudah
diperiks{ kesehatan pasti
arahnya Le penahanan, dan
betul itu terjadi," jelasnya.

Terkai{ penahanan kedua
kliennya, dirinya pun beren-
cana membuat surat Penang-
guhan pertahanan serta mem-
persiapkan diri menyusun
gugatan ppaperadilan. "Untuk '

gugatan lraperadilan kami
butuh wdktu satu minggu,"
ucapnya.

Ia menyoroti ada perbe-

-laan 
sangkaan antara surat

Raut wajah kesal bercam-
pur sedih bahkan terpancar
ketila mereka dibawa menuju
mobil tahanan kejaksaan.
Candra Dewi yang kini masih
menjabat Kasubag Hukum
dan Kepegawaian di DKP Pun
tak bisa menyembunyikan
air matanya ketika Putrinl'a
menghampirinya. Begitu juga
Jagrem, mantan Kabid Per-
alatan dan Angkutan DKP ini.
Ia hanya diam dengan raut
waiah kesal masuk ke dalam
mo-bil thhanan kejaksaan.

Awalnya, baik Jagtem mau-
pun Candra Dewi memang
dipanggil penyidik kejaksaan
untuk kembali menjalani

pemeriksaan kedua setelah
ditetapkan menjadi tersangka.
Mereka pun datang sekitar pu-
kul 10.00 wita dengan didamp-
ingi kuasa hukum. Keduanya
pun tak menyangka jika akh-
irnya harus mendekam di
balik jeruji usai pemeriksaan
kedua.

Kuasa hukum kedua ter'
sangka Nyoman Nadayana,
S.H., M.M. mengaku kaget
terhadap keputusan kejak-
saan yang dinilai belum layak
dilakukan pbnahanan. "Ked-
uanya dipanggil untuk mem-
perjelas uang pinjaman dari
Candra Dewi ke salah seorang
p"CTi. Awalnya saYa tidak

Dewi Ditahan

: lrotlil, \o hrni o-otf

\6
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pemanggilan dengan surat
penetapan penahanan. "Da-
lam panggilan mereka untuk
BAP disebutkan melakukan
pemerasan. tiba-tiba dalam
surat yang diberikan ke saya
selaku kriasa hukum dis-
ebutkan tindak pidana koru-
psi. Bagaimanapun juga kami
akan melakukan langkah-

] 
langkah hukum selanjuinya,"
tegasnya.

Kepala Kejaksaan Negeri
I Tabanan Atang Bawong S.H.,
M.H. didampingi Kasi Pidsus
Fathur Rochman menjelaskan
penahanan kedua tersangka
lersebut setelah melihat hisil
akhir pemeriksaan telah me-
langgal pasal yang disangka-
'kan, yakni pasal 12 e [fU No.
20 Tahun 2001 tentang pem-
lberantasan tindak pidana ko-
rupsi, dengan ancaman pidana
minimal 4 tahun maksimal
p0 tahun atau seumur hidup,
dengan denda minimal Rp bdO

juta metksimal Rp 1 tiliti.r.
"Penahanan kedua ter-

sangka ini kami lakukan agar
keduanya tidak' melarikan
diri, menghilangkan atau
merusak barang bul1ti," ujar
Atang Bawono. - l

Meski telah menahdn kedua
tersangka, ditegaskadnya tim
qepridik Kejaksaan j Negeri
Tabanan akan terus rrielanjut-
kan, penyidikan. Dislnggung
apakan kemungkin4n-atai
adanya penambahan (ersang-
ka. pejabat asal Suko{arjo iii
tidal< menutup kemuilgkinan
itu bisa saja terjadi. ''Semua
itu- sekarang tergantung alat
buktr, keterangan saksi dan
keterangan tersangl{a," im-buhnva. I

Diiinggung tentan[ guga-
tan praperadilan yadg akan
dilakukan oleh kuasa hukum
kedua tersangka, Atang Ba-
wono mengatakan itu hak
para tersangka. (kmb28)
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Rehab Pasar
Jembrana Ditarget

Rampung Tahun Ini
Negara (Bali Post) -

Menghadapi pasar bebas,
penguatan pasar tradisional
sebagai pilar ekonomi ker-
akyatan penting dilakukan
untuk dapat bersaing. Di sini
lah peran pemerintah dengan
membangun dan memperbai-
ki pasar tradisional. Hal itu
diungkapkan Wakil Bupati
Made Kembang Hartawan,
Selasa (9/6) pagi saat melaku-
kan sidak di Pasar Umum
Jembrana yang tidak lama
lagi akan direhab.

Wabup Kembang yang
drdampingi Kepala Dinas
Perindustrian. Perdagangan
da n Koperas i lPerind"agk-op )
I Made Yasa dan Kabid pei-
dagangan I Komang Susila
mengatakan dalam perbailan
pasar yang tidak kalah pent-
ing diperhatikan ialah terkait
relokasi.- "Persiapan relokasi
para pedagang sangat pent_
ing untuk diperhatikan, kar-
ena dalam minggu-minggu
lnr, perDarKan pasar umum
Jembrana segera digarap
dan selesai tahun ini.t kata
Kembang.

Pemerintah berkomit-
men memperkuat ekonomi
kerakyatan, melalui pem-
bangunan pasar tradisional.
Selama ini telah dibaneun
dan direnovasi sedikitiva
sepuluh pasar. Di antaranva
tahun 2012 Peken Ijo Gading.
Pasar Senggol Pekutatan, ta-
hun 2013 PasarYeh Embang,
Pasar Gilimanuk, Pasar Me-
laya, dan Pasar Lelatene.
Pada tahun 2014 Pasar DeJ
Batu Agung, Pasar Desa
Baler Bale Agung, Pasar

Senggol Yehembang, dan
Pasar Tenten Banjal Tengah.
"Tahun ini yang'dihenovasi
ialah Pasar Umum Jembrana
dan Pasar Umum Pekutatan.
targetnya akhir tahWr ini bisa
tunta,s," tegas Kembang.

Selain infrastrukhrr untuk
mendukung aspek kobersihan
dan kenyamanan, pemerin-
tah juga melindunli pasar
tradisional deneai Perda
No. 8 Tahun 20f0 tentang
Penataan dan Pemberdayaai
Pasar Tradisional, Pusafper-
belanjaan dan Toko Modern.
"Perda ini membatasi untuk
pasar modern berjdringan.
kecuali yang sudah aga, atau
p_engusaha lokal." f ungkas
Kembang. Sehingg-la p6da-
gang pasar tradisiohal bisa
bersaing dengan pasar mod-
ern berjaringan.

Terkait dalam walitu dekat
rni ada upacara parnelaspas
Balai Banjar Menega, ke-
lurahan Dauh Waru, dan
upacara (karya) di Puri Jem-
brana, lantaran lokasi pasar
berdekatan denga4 kedua
tempat itu, Wabup rdeminta
kepada Dinas teikdit asar
keberadaan pasar di temf,at
relokasi harus terus dipin-
tau. Termasuk parkir yang
meluber sampai ke jalan be-
sar. Para pedagang di Pasar
Umum Jembrana kb,marin
mulai persiapan perpifrdahan
(relokasi) ke lokasi ya{g telah
disiapkan. Lokasl rBlokasi
nampak disiapkan lierjejer
100 meter di sepanjang jalan
or srsr trmur pasar. menggu_
nakan setengah darf jalan.
(kmb26) 
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Sidang Dugaan Korupsi dan teeU
DidugaAda Saksi yang Fohong

Denpasar (Bali Post) - di lokasi yang akan diguna- kung. l-flaat benar semua
Sudah sempat menjadi kanuntukDermagaGunaksa ketera.{ngan tersebut," ujar

saksi untuk terdakwa Tim 9, tersebut. Dia mengaku KTP Candrq saat ditanya majelis
namunmantanBupatiKlung- miliknya sempat dipinjam hakiml
kung dua periode, terdakwa I Bupati Klungkung, Wayan Senlentara itu, Plt. Kadi-
Wayan Candra, Selasa (9/6) Candra untuk suatu keper- shub {lungkung Tika yang
kemarin, kembali dihadirkan luan. Anggara mengaku KTP dihadilkan sempat beberapa
jaksa penuntut umum (JPU) miliknya digunakan untuk kali dipentak majelis hakim
Made Pasek, dkk. Tujuan- membeli tanah di Gunaksa. karen4 membuat keterangan
nya, untuk mengonfrontir Bahkan, Anggara yang juga berub{r-ubah.Awalnya,Tika
keterangan antara Candra, menjadi tersangka dalam sempa{mengatakanjikauang
eks Plt. Kadis Perhubungan kasus ini mengaku sempat gantir{rgiuntukAnggaraJuni
Klungkung I Wayan Tika, Ni menandatangani akta jual- Sari dfambil Camat Dawan,
MadJAngEara Juni Sari dan beli di notarii terkait tanah Sujan{ atas perintah Can-
mantan Cimat DawanWayan di Gunaksa tersebut. dra. Nhmun saat ditegaskan
Sujana. Selain itu, Anggara juga majelis hakim, Tika berkelit

Di antara kesaksian mere- mengaku sempat menanda- dan mengatakan tidak tahu
ka, ada yang berbeda sehingga tangani kuitansi pembayaran siapa yang menyuruh Sujana
ada yang diduga berbohong. ganti rugi untuk pembangu- mengambil uang ganti rugi
Sidang kemarin adalah untuk nan Dermaga Gunaksa Rp 1,1 milik Anggara seb-esar Fp l, f
terdafwa I Ketut Janapria, miliar. "Saya sempat tinda miliar jtersebut. "Sqya hanya
I Made Ngurah dan A.A. tangan kuitansi tersebut di membfratkan dua kuitansi
Sagung Ma"stinl. Majelis ha- ruang Sekpri Bupati Klung- pemb4vara-n ganti rugi. Yang
kim diketuai Beslin Sihomb- kung," jelasnya. satu untuk Sujana karena
ing setuju keterangan saksi Hakin kemudian menge- dia yang bertanggung jawab
teisebut dikonfrontir karena jar soal uang Rp 1,1 miliar mengambil uang dan satu
ada yang diduga "berbohongl'. tersebut. "Masah kamu tidak kuita{si untuk Anggara,"
Namun dari empat saksi itu, terima sepeser pun uang itu," jelqln$a
Wayan Sujana tidak hadir tanya hakim. Anggara pun Tikla sempat dibentak
karenaadakesibukanlain. menjelaskan, dia tidak per- pula {arena saat ditanya

Sidang kemarin dikawal nah terima uang tersebut. nama fang tertera di kuitansi
satu pledon dalmas Polresta Tak lama berselang, man- pemb{yaran untuk Angga-
Denp-asar karena Ni Made tan Bupati Candra didengar ra. Avialnya, Tika mengaku
Anggara Juni Sari adalah keterangannya. Keterangan di kuifansi tersebut tertera
satii di bawah perlindungan Anggara dibantqhnya. Ia nama lDinas Perhubungan.
Lembaga Perlindungan Saksi mengatakan tidak pernah Namufi ketika disuruh majuLembaga Perlindungan Saksi mengatakan tidak pernah Namufi ketika disuruh qaju
dan K6rban (LPSK). Pen- menlgunakan KTP milik untuklmelihatkuitansi, Tika
gawalan pun sedikit ketat. Anggara untuk membeli ta- langsuhgmeralatdanmenga-
Oleh jaksa, kesaksian Angga nah di Gunaksa. Termasuk, takan hamanya yang
juga yang pertama didengar- meminta Anggara menanda- ,tertera. "Kamu baru maju
t an. li depan persidangan, tangani pembayaran ganti selangkah saja sudah ganti
Angga mengaku bahwa dia rugi tanah Rp 1,1 mrllar di keteratrgan,"ujar.-Beslin_den'
tidil pernali membeli tanah ruang Sekpri Bupati Klung- gan n4da tinggi. (kmb37)


